
BUPATI TAPIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN 

NOMOR 100.3.3.2/056/KUM/2024 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH  
DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIBAYARKAN  

OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN 
TAHUN ANGGARAN 2024 

 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang  :   a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti 

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah 
Kabupaten Tapin dengan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
Cabang Barabai Nomor : 

100.3.7/15/BAGPEM/2023 dan Nomor : 
282/KTR/VII-05/1223 tanggal 14 Desember 
2023 tentang Alokasi Program Jaminan 

Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja 
Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja 

Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Tapin, maka dipandang perlu menetapkan 

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Peserta 
Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan 
Pekerja Yang Dibayarkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024; 

b. bahwa penetapan Peserta Jaminan Kesehatan 

Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a diatas dilaksanakan dalam rangka untuk 

mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) 
dengan melalui integrasi Jaminan Kesehatan 

Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional 
guna terselenggaranya Jaminan Kesehatan 
bagi seluruh Penduduk Kabupaten Tapin yang 

memenuhi persyaratan sesuai dengan 

kebijakan dan kemampuan keuangan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan 

huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati; 

 

 

 

 

SALINAN 



Mengingat        :   1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang 

Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6397); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 



5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5235); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5256), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 

tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5372), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5731); 

 

 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 

tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 165), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 
2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 130); 

11. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 874); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan 
Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, 
Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah 

dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat 
Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan 

Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan 
Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja 
dengan Manfaat Pelayanan di Ruang 

Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat 
dan/ atau Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 

Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

 

 



16. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1); 

17. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan 

Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Administrasi Kepesertaan Program 
Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1666), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial 
Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan 
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi 

Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1634); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 

Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2019 Nomor 10); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2023 Nomor 05); 

20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita 
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 

25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin 
Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 
25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita 

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 

15); 



21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 
2023 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Tapin Tahun 2023 Nomor 173); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan      : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN 
PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 
PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA 

BUKAN PEKERJA YANG DIBAYARKAN OLEH 
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 

ANGGARAN 2024. 

KESATU           : Menetapkan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional 

Peserta Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan 
Pekerja Yang Dibayarkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, dengan 

daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya 

Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin 
Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin. 

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

01 Januari 2024. 

 
 

Ditetapkan di Rantau 

pada tanggal 08 Maret 2024 

Pj. BUPATI TAPIN, 

 
 

        ttdttd 
 

MUHAMMAD SYARIFUDDIN 

 
 

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 

1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau; 

2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; 
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin di Rantau; 
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin di Rantau; 

5. Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
Barabai di Barabai; dan   

6. Kepala Layanan Operasional Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan Kabupaten Tapin di Rantau.  


